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ABSTRAK 

Tindak Pidana Pencucian Uang  adalah salah satu kejahatan yang dapat 

menghambat cita-cita bangsa Indonesia. Pencucian uang merupakan suatu upaya 

perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang  atau harta 

kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau 

harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Di 

Indonesia pengaturan tentang pencucian uang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang- undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang juga memiliki karakteristik khusus 

sehingga membutuhkan upaya khusus , salah satunya dengan memberi hak 

terdakwa untuk menjelaskan dan membantu mempermudah proses persidangan 

atas dakwaan yang sebelumnya telah ditelusuri oleh Jaksa Penuntut Umum, yang 

disebut dengan sistem pembalikan beban pembuktian. Penelitian ini ingin melihat 

penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berhubungan erat dengan 

asas praduga tidak bersalah dalam hal mengungkapkan asal usul kepemilikan 

harta pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah 

yuridis normatif guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang memberikan ketentuan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan 

merupakan hasil tindak pidana.  Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian 

terbalik. Selain itu, pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini ditemukan 

bahawa para Majelis Hakim sudah melakukan pembuktian terbalik dengan 

memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk membuktikan bahwa harta 

kekayaan yang mereka miliki tidak berasal dari hasil kejahatan. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Asas Praduga Tak Bersalah, 

Pembuktian Beban Pembalik 
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ABSTRACT 

 

The crime of money laundering is one of the crimes that can hinder the 

ideals of the Indonesian nation. Money laundering is an attempt to conceal or 

disguise the origin of money or assets resulting from crime through various 

financial transactions so that the money or assets appear as if they originate from 

legitimate activities. In Indonesia, the regulation regarding money laundering is 

regulated in Law Number 25 of 2003 and has now been changed to Law Number 

8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. 

The crime of money laundering also has special characteristics that require 

special efforts, one of which is by giving the defendant the right to explain and 

help facilitate the trial process for charges previously investigated by the public 

prosecutor, which is called the reversal of the burden of proof system. This 

research wants to see the application of a system of reversing the burden of proof 

which is closely related to the principle of presumption of innocence in terms of 

disclosing the origins of ownership of the assets of perpetrators of corruption. The 

research method used is normative juridical in order to find a rule of law, legal 

principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. 

From the results of the research it was found that Article 77 of Law 

Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of 

Money Laundering stipulates that for the purposes of examination at court 

hearings, the defendant is required to prove that his assets are not the proceeds of 

a crime. This provision is known as the reverse proof principle. In addition, in the 

cases discussed in this study it was found that the Panel of Judges had carried out 

reverse evidence by giving the defendants the opportunity to prove that the assets 

they owned did not originate from the proceeds of crime. 

 

Keywords: Money Laundering Crime, Presumption of Innocence, Proof of 

Counter Charges 
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MOTTO 

 

“Hadapi dengan senyuman, semua yang terjadi biar terjadi.. 

Hadapi dengan tenang jiwa, semuanya akan baik-baik saja” 

(Dewa 19) 
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